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BAB II 

HAD ZINA DALAM HUKUM ISLAM 

 

 

A. Pengertian Had 

Had artinya larangan, biasa juga digunakan sebagai kata yang bermakna 

‚pembatas antara dua hal‛, atau ‚yang membedakan sesuatu dari selainnya‛. 

Adapun menurut istilah syariat, had adalah sanksi yang ditentukan dalam syariat. 

Keduanya (yakni ‚sanksi‛ dan ‚yang ditentukan‛) adalah untuk membendung 

tindakan dosa demi menjaga hak Allah, misalnya sanksi pada zina atau bisa juga 

untuk hal di mana terpadu hak Allah dan hak hamba, seperti sanksi pada tuduhan 

zina tanpa bukti.
1
 

Adapun had, menurut pengertian Pembuat syariat, adalah lebih umum 

daripada itu. karena yang dimaksud dengannya adakalanya sebagai sanksi, dan 

adakalanya yang dimaksud adalah pelanggaran itu sendiri, seperti firma Allah 

Swt.: 

 تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلََ تَ قْرَبوُهَا

‚Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.‛ 

(Abaqarah: 187)
2
 

 

 

                                                             
1
Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah- Jilid 5, (Jakarta: Pustaka at-

Tazkia), 3. 
2
Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: Syaamil Quran), 29. 

FV17 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 
 

Selain itu pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir 

Audah adalah:
3
 

رةَُحَققًّا للّه تَ َ اللَ   وَالَْ ددُّ هُوَ الُْ قُوْبَُ  الُْ قَدَّ

‚Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan 

merupakan hak Allah.‛ 

 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud 

itu adalah sebagai berikut:
4
 

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut 

telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak 

manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. 

 

B. Zina dalam Hukum Islam 

Sebelum jauh membahas mengenai zina dalam hukum Islam tentunya 

terlebihdulu mendeskripsikan secara induktif bagaimana hukum Islam itu sendiri 

dan selanjutnya merincikan berbagai hukum di dalamnya.Hukum adalah 

seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku 

manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarkat maupun peraturana atau norma yang dibuat 

dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa 

hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis 

                                                             
3Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). x. 
4
Ibid., x. 
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dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia 

untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. 

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi 

bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya 

ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia 

dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia 

dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, 

hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan 

manusia dengan benda alam sekitarnya. 

Sehubungan begitu kompleksnya hukum Islam maka perlunya mengambil 

salah satu hukum sebagai fokus pembahasan ini.Dengan demikian hukum Islam 

juga terdapat hukum pidana yang juga mengatur secara spesifik tingkah laku 

manuasia. Hukum pidana ini merupakaninstrumen agar dapat menjastifikasi 

terhapat peristiwa pelanggaran atau  kejahatan. Berdasarkan istilah yang dipakai, 

hukum pidana ini juga diistilahkan sebagaijarimah/jinayah. 

Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari kata fiqh jinayah. Fiqh 

jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 

kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 

kewajiaban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci 

dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan 

kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan 

peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis. Hukum 

pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi 
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kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara 

materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk 

melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah 

sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada 

pada orag lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiaban memenuhi 

perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan 

dirinya dan orang lain.
5
 

Hukum pidana Islam dapat pula diistilahkan dengan jarimah. Jarimah 

mempunyai arti larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had, 

qishas, atau ta’zir.6
 Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang 

dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan 

larangan tersebut datang dari syara’. 

Para fuqaha’ sering menggunakan kata jinayah untuk jarimah. Mereka 

mengartikan jinayah dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik 

perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa 

fuqaha’ yang membatasi kata jarimah pada jarimah hudud dengan 

mengesampingkan perbedaan pemakaian kata jinayah dan jarimah, sehingga 

dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama. 

Untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai jarimah, 

dalam fiqih jinayah unsur-unsur jarimah dapat dibedakan menjadi tiga bagian:
7
 

                                                             
5Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),  1. 
6A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Cet., Ke 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9. 
7 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah 2013), 2. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 
 

1. Al-rukn al-syar´î atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa 

seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang 

yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak 

pidana. 

2. Al-rukn al-mâdî atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa 

seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan 

sebuah jarimah, baik yang bersifat positif, maupun yang bersifat negatif 

(pasif dalam melakukan sesuatu). 

3. Al-rukn al-adabî atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa 

seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, 

atau sedang berada di bawah ancaman. 

Hukum kepidanaan atau yang disebut jarimah dalam hukum Islam 

diklasifikasikan dalam dua masalah pokok, diantaranya sebagai berikut:
8
 

1. Jarimah kisas yang terdiri atas: 

a. Jarimah pembunuhan. 

b. Jarimah penganiayaan. 

2. Jarimah hudud yang terdiri atas: 

a. Jarimah zina. 

b. Jarimah qad}f  (menuduh orang baik-baik berbuat zina). 

c. Jarimah shurb al-khamr  (meminum minuman keras). 

d. Jarimah al-baghyu (pemberontakan). 

e. Jarimah al-riddah (murtad). 

                                                             
8 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah 2013), 3-4. 
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f. Jarimah al-sariqah (pencurian). 

g. Jarimah al-hirabah (perampokan). 

Jarimah kisas/diat, meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi 

sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan 

semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam: 

pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya Alquran 

hanya mengenal kedua jenis jarimah tersebut. 

Adapun jarimah takzir  terbagi menjadi tiga bagian:
9
 

1. Jarimah hudud dan kisas/diat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, 

namun sudah merupkan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan 

pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik. 

2. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Alquran dan Hadis, namun tidak 

ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaaan, saksi palsu, tidak 

melaksanakan amanah, dan menghina agama. 

3. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. 

Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan 

kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara rinci diuraikan 

dalam bidang studi us}ul fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu-

lintas. 

Sebungan lebih menitikberatkan pada jarimahsebagai  maka perlunya untuk 

mengetahui bahwa, salah satu jarimah yang terdapat dalam hudud adalah jarimah 

zina, berikut pengertian zina oleh para ulama:
10 

                                                             
9H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1997), 13. 
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1. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang 

menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa 

ada syubhat) dan disengaja. 

2. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang 

menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik yang menyerupai 

milik. 

3. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke 

dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang 

syahwat. 

4. Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada 

kubulatau dubur. 

5. Ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang 

tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan 

yang diaramkan. 

6. Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan kemaluan 

ke dalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik ke dalam 

kubulmupun duburtanpa ada syubhat. 

1. Unsur-unsur Jarimah Zina 

Dari beberapa definisi yang ada, jelaslah bahwa para fukaha memberi 

definisi yang berbeda tentang zina. Akan tetapi mereka sepakat bahwa 

                                                                                                                                                 
10 Amirullah at al,Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 153-154. 
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jarimah zina adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja. Atas dasar 

inilah, mereka sepakat bahwa jarimahzina mempunyai dua unsur yaitu:
11

 

a. Persetubuhan yang diharamkan. 

b. Kesengajaan bersetubuh atau niat melakukan jarimah.  

2. Dasar Hukum Larangan Jarimah Zina 

Islam telah mengatur segala hal dalam Alquran dan hadis, kedua 

sumber hukum Islam tersebut adalah sumber pokok dalam penentuan suatu 

perbuatan larangan atau perintah dalam Islam. Termasuk perbuatan zina, 

juga mempunyai dasar hukum sebagai perbuatan yang dilarang. Karena 

perbuatan zina adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar 

yang paling keji, tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya.  

Terdapat beberapa ayat Alquran yang mengharamkan jarimahzina, 

diantaranya sebagai berikut:
12 

  ِ نَّهُ َ انَ فَاحَِ  ةً وََ ااَ َ ِ  لَةً ۖ  وَلََ تَ قْرَبوُا الزِّناَ 
 

‚Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’ 

(17): 32)
13

 

 

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman: 

 

 وَالَِّ  يَ لََ  دَُْ ونَ َ َ  اللَّهِ ِ لَ اةً  آَرَ وَلََ  َ قْ ُ لُونَ الل َّْ َ  الَِّ   حَرَّمَ اللَّهُ ِ لََّ 
 باِلَْ قِّ وَلََ  َ زْنوُنَ وََ ي  َ ْ َ لْ ذَلِكَ  َ لْقَ أثَاَ ا

                                                             
11Ibid.,154. 
12M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah 2013), 18-19. 
13

Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: Syaamil Quran), 285. 
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Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta 

Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 

berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia 

mendapat (pembalasan) dosa(nya). (QS. Al-Furqan (25): 68)
14

 

 

3. Macam-macam Jarimah Zina dan Sanksinya 

Terdapat dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhs}an dan zina ghairu. 

Zina muhs}an ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau 

janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau 

pernah menikah secara sah. sedangkan zina ghairu muhs}an ialah zina yang 

pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah 

menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan. 

Syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda terhadap 

kedua jenis jarimah tersebut. Sanksi bagi pelaku zina muhs}an adalah rajam, 

yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku 

zina ghairu muhs}an adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan 

selama satu tahun. 

Dasar hukuman bagi pelaku zina ghairu muhs}an yaitu:
15

 

 

ُ َ ا ِ ائََ  جَلْدَةٍ   وَلََ تأَْآُْ ُ مْ بِِ َ ا رأَْفٌَ  فِ  دِ يِ اللَّهِ ۖ  الزَّانَِ ُ  وَالزَّانِ  فَاجْلِدُوا ُ لَّ وَاحِدٍ ِ ل ْ
  وَلَْ ْ َ دْ َ َ ابَ ُ َ ا  اَئَِ ٌ  ِ يَ الُْ ؤِْ لِ يَ ۖ  ِ نْ ُ لُْ مْ تُ ؤِْ لُونَ باِللَّهِ وَالْ َ وْمِ الْْآِرِ 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama 

                                                             
14

Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 366. 
15 H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo 1997), 41-42. 
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Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disakikan oleh sekumpulan dari 

orang-orang yang beriman.‛ (QS. an-Nuur: 2)
16

 

 

َ يْ ُ َ ادَةَ بْيِ الصَّاِ تِ رض الله  له ، قال؛ َ انَ نَِ ّ  صلّ الله  ل ه و لّم ؛  ذَاأنُْزِلَ َ لَْ هِ ُ رِبَ 
لَِ الِكَ وَ تَ رَبَّدَ لَهُ وَجُْ هُ، قال ؛فأنْزِلَ َ لَْ هِ ذَاتَ  َ وْمٍ، فَ لُقَِ  َ َ الِكَ،فَ لَ َّا ُ رِّيَ َ لْهُ  قال ؛ 

ََ َ ِ ْ لَ ، الث َّ ِّب باِلث َّ ِّب وَالِْ كْر باِلِْ كْرُ ، الث َّ ِّبُ جَلْدُ ِ أةٍ ، ثمَُّ  آُُ و َ لِّل، فَ قَدْ جََ ل الله لَُ يٍ
أآرجه  سلم  جَلْدُ ِ أةٍ ثمَُّ نَ ْ لُ َ لَ  رجَْمٌ باِلِْ َ ارةَِ،وَالِْ كْرُ 

 

Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit r.a., dia berkata, ‚Apabila 

turun ayat kepada Nabi s.a.w. beliau sering mengalami kepayahan, 

dan wajah beliau pun langsung berubah. Pada suatu hari wahyu turun 

kepada beliau dan kondisi beliau pun berubah seperti kebiasaannya 

ketika menerima wahyu. Maka, ketika wahyu itu telah turun beliau 

bersabda, ‘Ambillah (hukum) dariku. ‘Ambillah (hukum) dariku. 

Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina 

dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. 

Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan 

dirajam‛. (HR. Muslim 1690. An-Nawawi 11/337-338).
17

 

 

 

Berdasarkan uraian tentang sanksi dari perbuatan zina di atas dapat 

ditarik garis besar sebagai berikut: 

a. Sanksi zina bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus pemudi 

dan/atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali.  

b. Sanksi zina bagi yang sudah menikah, berlaku juga untuk duda dan janda 

akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan kemudian 

dirajam. 

                                                             
16

Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 350. 

17
Abdul Qawi Al-Mundziri, RingaksanShahihMuslim, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), 514. 
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4. Pelaksanaan Hukuman zina 

Hukuman terhadap pelaku zina dapat dilaksanakan apabila telah 

melalui beberapa tahapan untuk memperoleh kebenaran tentang perbuatan 

zina tersebut. Perbuatan zina harus dapat dibuktikan sebelum akhirnya 

dilakukan proses hukuman agar tidak terjadi tuduhan palsu. Untuk 

membuktikan hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah alat bukti zina. 

Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai berikut:
18

 

a. Saksi 

Berdasarkan firman Allah, ulama menyepakati bahwa perbuatan 

zina dapat dibuktikan dengan empat orang saksi, yaitu: 

 

 وَالِّ    أَْتِ يَ الَْ احَِ َ  ِ يْ نِسَائِكُمْ فَاْ َ ْ ِ دُوا َ لَْ ِ يَّ أَرْبَ َ  ةً ِ لْكُمْ 

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, 

hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 

menyaksikannya) (QS an-Nisa’: 15).
19

 

 

 

Saksi ini juga mempunyai syarat-syarat umum untuk menjadi 

saksi yang sah. Diantaranya yaitu baligh, berakal, Al-Hifzhu (dapat 

dipercaya perkataannya), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan Islam. 

Untuk persaksian terhadap perbuatan zina sendiri terdapat beberapa 

syarat khusus, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
18 H.A. Djazuli Fiqih Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 1997), 44-60. 
19

Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 80. 
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1) Laki-laki 

Jumhur ulama mengisyaratkan untuk persaksian zina semua saksinya 

harus orang laki-laki, sesuai kata arba’ah yang menunjukkan empat 

orang laki-laki. 

2) Menyaksikan secara langsung 

Para saksi itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri terhadap 

peristiwa perzinaan itu dan dengan penuh keyakinan bahwa perzinaan 

itu terjadi sesuai definisinya. 

3) Tidak kadaluwarsa 

Untuk hal ini terdapat perbedaan karena ada ulama yang 

mengisyaratkan untuk batas waktu selama enam bulan, tapi ada juga 

yang tidak mengenal kadaluarsa. 

4) Persaksian diberikan dalam satu majelis 

Para saksi zina dihadapkan dan mengucapkan persaksiannya dalam 

satu majelis persidangan. 

b. Pengakuan 

Zina dapat ditetapkan dengan pengakuan. Pengakuan ini 

disyaratkan harus empat kali, karena diqiyaskan dengan empat orang 

saksi, juga atas dasar riwayat Abu Huraira, bahwa telah datang seorang 

kepada Rasulullah SAW, yang mengulang pengakuannya sampai empat 

kali. Tetapi ada pula yang mengisyaratkan cukup sekali pengakuan, 

karena pengakuan itu adalah  berita dan berita itu tidak memerlukan 

pengulangan. Pengakuan itu harus disampaikan di depan siding dengan 
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terperinci dalam menjalankan perbuatanya supaya tidak menimbulkan 

syubhat. 

c. Qarinah 

Qarinah atau tanda-tanda yang dapat dianggap sebagai bukti 

perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak 

bersuami. Qarinah yang berupa kehamilan ini ditetapkan oleh sahabat 

Nabi, seperti Umar berkata: ‘Bahwa sanksi zina wajib dikenakan atas 

setiap pelaku zina bila ada pembuktian atau hamil atau mengaku‛. Akan 

tetapi kehamilan wanita yang tidak bersuami tidak lantas dimungkinkan 

sebagai hasil dari perbuatan zina. Karena hal itu dapat terjadi karena 

adanya perkosaan atau kesalahan dalam persetubuhan. 

Apabila alat dan bukti zina itu telah terpenuhi maka tibalah untuk 

pelaksanaan dalam perbuatan zina. Pihak yang berhak melaksanakan 

hukuman terhadap pelaku zina adalah pemerintah atau orang yang diberi 

wewenang oleh pemerintah untuk tugas tersebut. Sebagaimana telah 

diketahui apabila pezina telah terbukti, maka hakim wajib menjatuhkan 

hukuman had kepada para pelakunya. Bila pezina telah berkali-kali 

melakukan perzinaan baru tertangkap, maka baginya cukup dijatuhi 

hukuman satu kali saja. Jika disamping perzinaan pelaku juga melakukan 

pencurian atau tindak pidana lain maka dikenakan dua hukuman berbeda 

sesuai dengan aturan karena perbedaan tujuan dalam melaksanakan 

penghukuman. 
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Pelaksanaan sanksi zina ini harus dilaksanakan di tempat terbuka, 

yakni diketahui umum, sesuai firman Allah SWT yang artinya: 

ُ َ ا ِ ائََ  جَلْدَةٍ   وَلََ تأَْآُْ ُ مْ بِِ َ ا رأَْفٌَ  ۖ  الزَّانَِ ُ  وَالزَّانِ  فَاجْلِدُوا ُ لَّ وَاحِدٍ ِ ل ْ
 وَلَْ ْ َ دْ َ َ ابَ ُ َ ا  اَئَِ ٌ  ِ يَ ۖ  فِ  دِ يِ اللَّهِ ِ نْ ُ لُْ مْ تُ ؤِْ لُونَ باِللَّهِ وَالْ َ وْمِ الْْآِرِ 

 الُْ ؤِْ لِ يَ 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) 

agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 

sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. Annur ayat 2)
20

 

 

Meskipun tidak ada kesepakatan mengenai jumlah orang yang 

menyaksikan, ada yang berpendapat cukup satu orang, ada yang harus empat 

orang dan bahkan ada yang harus sepuluh orang. Yang pasti adalah hukuman 

itu diberikan agar mampu member efek jera untuk tidak mengulangi 

perbuatan bagi pelaku dan pencegahan (preventif) bagi khalayak yang 

menyaksikan sanksi tersebut. 

 

C. Spesifikasi Hukum Pidana Islam dalam Perzinaan 

Secara universal mengenai hukum yang bersumber dari Alquran terdapat 

beberapa dalil yang mengatur hukum secara vertikal dan hukum secara 

horizontal. Alquran adalah sumber utama dari segala hal, tidak terkecuali 

mengenai hukum atau aturan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Alquran 

                                                             
20

Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: Syaamil Quran), 350. 
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mengatur hukum yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah kepada Allah 

yang bersifat vertikal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi 

kemanusiaan yang bersifat horizontal.
21

 

Alquran sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi ide dasar 

lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial 

kemasyaratan, termasuk persoalan yang memelurkan ijtihad para ulama. 

Beberapa firman Allah dalam Alquran yang menyatakan bahwa Alquran adalah 

sumber utama bagi ketentuan hukum: 

  نَّا أنَْ زَلْلَا ِ لَْ كَ الْكَِ ابَ باِلَْ قِّ لَِ ْ كُمَ بَ ْ يَ اللَّاسِ بَِ ا أَراَكَ اللَّهُ وَلَ تَكُيْ لِلْخَآئلِِ يَ آَصِ  ةًا 
 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 

Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang 

(orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. 

(QS. An Nisa ayat 105).
22

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab 

yaitu Alquran yang di dalamnya mengandung kebenaran (hukum) untuk 

mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk 

menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Ayat-ayat hukum yang terdapat 

dalam Alquran terdiri atas ayat-ayat yang memerintah, melarang, menganjurkan, 

dan memberikan pilihan untuk umat manusia.
23

 Telah dikemukakan bahwa 

hakikat zina adalah ‚menyetubuhi kemaluann tanpa ada hak kepemilikan dan 

                                                             
21Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani,Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 

116. 
22

Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 95. 
23Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. Hukum Pidana Islam. (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), 119. 
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tidak dalam keadaan syubhat.‛ Perbuatan ini terealisir dengan masuknya kepala 

penis ke dalam vagina yang diharamkan (yakni dengan tanpa akad syar’i) tanpa 

ada syubhat pernikahan, baik sampai ejakulasi ataupun tidak.  

Jarimah zina merupakan bagian dari jarimah hudud (hukuman yang telah 

ditentukan). Secara bahasa hudud merupakan bentuk jamak dari had, artinya 

larangan. Adapun menurut syariat, hadd adalah sanksi yang ditentukan dalam 

syari’at. Sedangkan  dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, sebagai 

berikut yaitu hudud yang termasuk hak Allah dan hudud yang termasuk hak 

manusia.
24

 

Menurut Abu Ya’la, hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang 

wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang 

diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam 

kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada 

seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan 

meminum khamar. 

Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, hudud yang 

merupakan hak Allah, seperti hudud atas jarimah zina, meminum minuman keras, 

pencurian, dan pemberontakan. Kedua, hudud yang merupakan hak manusia, 

seperti qadzf dan qis}as}. 

Had diberlakukan untuk jarimah zina, hal ini telah ditegaskan dalam 

Alquran dan Sunnah. bahwa hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah 

(ghoiru muhshan) didasarkan pada Q.S. Annur ayat 2 seperti yang telah 

                                                             
24 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah 2013), 16-17. 
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dijelaskan sebelumnya. Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (muhs}an) 

hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) 

sampai mati.  

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. 

Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi’i dan Malik, bila pelakunya 

dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus 

dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamiah berpendapat bahwa 

hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak 

empat kali.
25

 Masalah pelaksanaan hukuman ini diserahkan kepada hakim muslim 

atau yang dapat menggantikan perannya, dan tidak setiap orang bisa 

melaksanakan hukuman tersebut, dikarenakan hukuman ini merupakan hak Allah 

yang memerlukan ijtihad, dan orang ang lemah tidak terjamin menjalankan 

dengan baik. Karena itu, tidak diperbolehkan hukuman ini dilaksanaan kecuali 

dengan seizin imam (penguasa). 

Hudud (hukuman yang telah ditentukan) bagi pezina muhshan ataupun 

ghairu muhshan bisa menjadi gugur karena beberapa hal:
26

 

1. Menarik kembali pengakuan (dari orang yang telah membuat pengakuan 

tentang dirinya sendiri). 

2. Syubhat (kerancuan/kesamaran). Para ahli fiqih sepakat bereda dengan Ibnu 

Hazm dan para sahabatnya bahwa hudud bisa gugur karena adanya syubhat. 

Syubhat adalah sesuatu yang menyerupai sesuatu yang asli. 

                                                             
25Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 24. 
26Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah – Jilid 5, (Jakarta: Pustaka at-

Tazkia, 2008), 10-14. 
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3. Pengakuan taubat terhadap hudud, sebagai pencegah dan sebagai penetap, 

memiliki dua kondisi:  

Pertama, bertaubat setelah adanya keputusan terhadapnya. Taubat ini 

disepakati tidak dapat menggugurkan hukuman. Kedua, bertaubat sebelum 

adanya keputusan terhadapnya. Pengaruh taubat ini terhadap pengguguran 

hukuman dalam kondisi ini terbagi dua: satu disepakati dan yang lain 

diperselisihkan: 

a. Yang disepakati: tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli 

fiqih bahwa hukuman bagi perampok dan orang murtad bisa digugurkan 

dengan taubat, bila taubat pelaku terealisasi sebelum tertangap. Begitu 

juga hukuman meninggalkan shalat, bagi yang menggapnya sebagai had. 

b. Yang diperselisihkan: mereka yang berpendapat mengenai sanksi-saksi 

lainnya, bila pelaku kejahatan yang mengakibatkan had bertaubat 

sebelum tertangkap. 

 


